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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sambas Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015;

bahwa pengaturan dalam pedoman perjalanan dinas perlu
dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang ada;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf b, perflu menectapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan [(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820},

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

7 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMEK.05/2012
tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Megara/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor
4);

11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta
Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015
Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 46 Tahun 2015
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat



Megara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kahupaten
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 46), diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai
berikouat :
Pasal 4

(1) Perjalanan dinas dalam negeri dilaksanakan dalam rangka :

melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, asistensi dan monitoring;

konsultasi/ koordinasi;

menempuh ujian dinas yang diadakan di luar tempat kedudukan;

menjemput/mengantarkan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri

Sipil vang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, dari

tempat terakhir jenazah ke kota tempat pemakaman jenazah;

e, kegiatan kursus-kursus, bimbingan teknis, pelatihan dan sejenisnya;
dan
f. kegiatan pemeriksaan dan/atau pengawasan, penelitian dan survey.

(2) Lamanya waktu perjalanan dinas, baik ke dalam maupun ke luar daerah
adalah maksimal 5 (lima) hari, termasuk hari keberangkatan dan hari
kembali.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas
adalah kegiatan kursus, bimbingan teknis, pelatihan, penelitian,
pemeriksaan dan pengawasan.

(4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) harus
mendapat persetujuan dari Kepala SKPD dan didukung dengan dokumen
maksud perjalanan dinas berkenaan (surat undangan, berita
kawat/ formulir berita dan lain-lain sejenisnya).

(5) Dalam hal jangka waktu perjalanan dinas melebihi batas waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2), terlebih dahulu harus
mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang,

(6) Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka
koordinasi/ konsultasi lamanya waktu perjalanan dinas maksimal 3 (tiga)
hari, termasuk hari keberangkatan dan han kembal.

(7) Apabila perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat {(6) melebihi waktu
yang ditentukan harus dilampirkan surat keterangan yang dikeluarkan
oleh pejabat dari tempat yang dituju.

2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 3 (tga) ayat, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

pope

Pasal 10

(1) Dalam hal harga tiket pesawat yang diperoleh ternyata di bawah harga
vang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan atau terdapat
kelebihan dari biaya yang diberikan, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas wajib
menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket yang diterima kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD
yvang bersangkutan.

(2) Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga tiket pesawat yang
diperoleh, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan
PTT vang melakukan perjalanan dinas dapat mengajukan penggantian
kekurangan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada SKPD yang bersangkutan dengan
menunjukkan bukti pembelian tiket pesawat dan alasan-alasan tertulis

yvang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penggantian.



(3)

(4)

(3]

(6}

(7]

8]

Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak
penyelenggara atau oleh pejabat yang berwenang dimana tiket
keberangkatan dan/atau tiket pulang sudah diperoleh dan vang
bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket vang sudah
diperoleh dapat dibayarkan/diganti dengan melampirkan bukti
pembatalan kegiatan atau nota perintah pembatalan dari pejabat yang
berwenang.

Apabila terjadi pembatalan tiket perjalanan pulang vang dikarenakan
oleh adanya perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
tugas baru, maka tiket wyang sudah terlanjur dibeli dapat
dibayarkan /diganti.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan
sudah berangkat ke tempat tujuan, maka tiket dan uang harian yang
telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan melampirkan bukti
pembatalan kegiatan dan surat pembatalan kegiatan.

Apabila terjad: pembatalan keberangkatan oleh maskapai penerbangan,
maka tiket dan wuang harian yang telah dikeluarkan dapat
dibayarkan/diganti sebesar standar tempat terakhir

perjalanan dinas berada dengan melampirkan bukti pembatalan
keberangkatan oleh maskapai penerbangan dimaksud.

Apabila terjadi pembatalan keberangkatan akibat hal yvang tidak terduga
(force majeure), maka tiket dan vang harian yang telah dikeluarkan dapat
dibayarkan/diganti sebesar standar tempat terakhir pelaksanaan
perjalanan dinas berada dengan melampirkan bukti keberangkatan
dan/atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Hal yang tidak terduga sebagaimana dimaksud pada avat (7) meliputi
kecelakaan lalu lintas, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara,
epidemic, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kebijakan/keputusan
pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan
systemn, dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga vang jasanva
dimanfaatkan satu pihak yang menghalangi secara langsung untuk
terlaksananya perjalanan dinas.

. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi :

a. Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang dituju dan Pejabat
yang berwenang;

c. Bukti tiket pesawat, boarding pass dan airport tax bagi perjalanan
dinas luar daerah dalam Propinsi (antar Kabupaten) dan perjalanan
dinas luar daerah Propinsi yang menggunakan transportasi pesawat
bukti tiket kapal dan kendaraan umum lainnya dibayarkan secara
nyata/riil, serta tanda bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)
bagi kendaraan dinas atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk
melakukan perjalanan dinas berdasarkan standar biaya transportasi
perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. Untuk tiket pesawat yang sudah termasuk didalamnya boarding pass
dan airport tax, cukup melampirkan tiket pesawat sebagai bukti
perjalanan dinas;

e. Bukti penginapan bagi yang menggunakan fasilitas hotel / penginapan
lainnya; dan

f. Laporan pelaksanaan tugas.



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.
Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD
JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR &0

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BAGIAN HUKUM DAN

MARIANIS, SH, MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003




